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No0.305, 2010 KOMISI PEMILIHAN UMUM. Pemilu. Kepala
Daerah. Pedoman.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang :a bahwa ketentuan Pasa 8 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan
umum Kepala Dagrah dan Wakil Kepala Daerah
menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan
pemilihnan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepaa
Daerah sesua dengan tahgpan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa
tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Proving
dan Komis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
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menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis
untuk tigp-tigp tahapan penyelenggaraan pemilihan
umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provins
dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

bahwa ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95,
dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
serta ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal
73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal
79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 mengatur tentang pemungutan dan
penghitungan suaradi tempat pemungutan suara;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a, huruf b, dan
huruf c telah diterbitkan Peraturan Komis Pemilihan
Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata
Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d, serta dengan memperhatikan perkembangan
keadaan berkenaan hal-ha vyang bersifat teknis,
dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun
20009 tersebut;

bahwa berdasarkan ha-hd tersebut pada huruf a, huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan
Komis Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan
Komis Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Pedoman Taa Caa Pdaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepaa Daerah dan
Wakil Kepada Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43865);

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun
2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komis Pemilihan Umum Proving, dan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
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Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

dengan Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat  Jenderal  Komiss  Pemilihan  Umum,
Sekretariat  Komisi Pemilihan Umum Provins, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
sebagai mana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komis
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun
2010 tentang Penetgpan Pedoman Tata Cara
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;,

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 20
Mei 2010;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 72 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN  SUARA  PEMILIHAN  UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

Pasdl |

Bebergpa ketentuan dalam Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 72
Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, diubah sebagal berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 10

(2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.”

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah, sehingga ketentuan Pasal 12
ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 12

(1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan
penghitungan suaradi TPS dari PPS, terdiri dari :

a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;

c. surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap
untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta
kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :

1) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;

2) adat pencoblos dan aas pencoblosan surat suara masing-masing
2 (dua) buah;
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